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BI]PATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR I{ TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEIANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2020,/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,/Z

Menimbang : a bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belsnja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020' telsh

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belsnja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tah,uIr Angg;aret 2O2O;7

b. bahwa dikarenakan adanya Pandemi Corana Virus Diseas€

(COVID-19) dengan mempedomani Peratura! Menteri Dalarn

Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan

Penangana, Corona Virus Disease 2019 dilingkungan

Pemerintah Daerah, Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor

17?ll<\iK.O7l2O2O tentang Percepatan Penyeauaian

Anggamn Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2O20 dalam

rsngka Penanganan Corpna Virus Disease 2019 (COVID-19)

serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat darr Perekonomian

Nasional, maks Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019

Perlu diadakan Perubahan; 7



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapata! dan Belanja

Daerah KAbupaten Musi Rawas Tahvr Ar:ggJarar^ 2O2O-'/

: 1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 Gntang

Pcmbentukan Daerah Tingkat lt da'r Kotspraja di Sumatera

Setatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesira

Nomor 1821);2,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t€]ItaIIg Keuangan

NeSa.ra (t mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 428t;l;./

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ,'/

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O04

Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);/
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem

Per€ncanaan Pembangunan Nasional (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);,,'

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahal Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438)7

6.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 15O, Tambahan l€mbatan

Negara Republik lndonesia Nomor 5049);/z

2.

3.

4.

5.
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanS

11.

Pemerintahan Daerah (l.€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara

R€publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

bebcrapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9

Tahun 2O15 tentang Perubalnn Kedua Atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6?91; /
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 t€ntang Anggaran

Pendapatan dan Bel,anja Negara Tahun Anggaran 2020

(bmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor

198, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6410l; t
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 t€ntang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan PerwakiLan Rakyat Daerah (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 90, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)'

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Talun 2OO5 tentang Perubaha.n Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 20o4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembarafl Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (I:mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021; 7
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (l€mbaran Negara Republik Indoneaia

Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia NoE.or 45741.; /

10.

12.

l.l*"
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13.

t4.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana

Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575)Z

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem lnformesi Keuangan Daerah (L'embaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)'

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Femerintah Republik lndonesia Nomor 56 Tahun 2005

t€ntang Sktem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l1O,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5r5sli /
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2OO6

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4614);7

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembaaian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintaha[ Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupat€n/Kota (Iembaran Negara Re?ublik Indonesia

Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan IJmbaran Negara

Republik Indonesia Noaot 47371; /
17. Pereturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencsna Pembangunan Daerah

(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4at7li /
18. Feraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);,2

15.

16.

i,',i
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19.

20.

23.

24-

25-

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengplolasn Barang MiUk Negara/Daerah (Lembaran Negam

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan

L.mbaran Negara Republik Indonesia NomG 5533);/

Peraturan Pem€rintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114) sebqgai'''ana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan Atas Peraturart Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tent ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tattrbahan

Lembamn Negara Republik tndonesia Nomor 64O2); ,,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

keuangan dan adBinistratif pimpinan dan angota dewan

perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesi,a Tahun 2017 Nomor 1O6 Tamb8.hafl l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); z
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 t€ntang

Kecamaten, L€mbaran Negara Republik Indonesia Talun

2Ola Nomor 731;,

Peraturan Pemerintsh Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelol,aan Keuangan Daerah llembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L:mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7
Peratuan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O15-

2019 (I€mbarun Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);7

Feratursn Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang P€ngadaan

Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repub[k

Indoresia Tshun 2018 Nomor 33);/
Peraturan Presiden Nomor 78 Ta}run 2Ol9 tentang Rincian

Anggaran Pendapatsn dan Belanja Negara Tahun Anggaran

202Q;,

Feraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2019 tentang

Petunjuk Telgds Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

A']ggoraJ] 2O2Ot ,.

21.

22.

IUiC !iji!l: 
I



28.

29.

30.

3i}.

Keputusan Presiden Republik Indoneia Nomor 7 Tahun 2020

teotang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Dis€ase 2019 (COUD-l9l; 7
Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2O2O tentang refocussing

kegiatan, realokasi anggaran, s€rta pengadaan barang dan

jasa dalam rangka percepatan penenganan Corona Virua

Diseaae (COVID-l9);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelol,aan Keuangan Daerah

sebageimana telah diubah beberapa. Leli teral&ir dengan

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesira Tahun

2O1l Nomor 310);,2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

APBDi/
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahrn A,J.ggats.Jr 2O3O; ,z
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

tentang Kegiatar Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Ta}J.u'r l$rggjoiaJl 2Ol9; ,/
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 f*rw 2O2O

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disegse

(COVID-f 9) dilingkungar Pemerintah Daera}Li /,.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.O7|2O|9

tentang Dana Alokasi Umum Tarnbahan Bantuan

Pembayaran selisih Perubahan luran Janinan Kesehatan

penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;,,,

31.

34-

35.

I
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36.

37.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.O7|2O2O

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana BaAi Hesil, Dana

Alokasi Umum dan Dana Ineentif Daerah Talun Anggaran

2O2O datsm rangka PenangguLangan Comna virus Disease

(covtD-lg); ,/
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7l2O2O

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Dess

Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi

Comna Virus Dkease (COVID- 19) dan/atau menghadapi

anca:rran membahayakan perckonomian nasional; 7
Keputusan Menteri Keuangan Republik brdoneEia Nomor

6lKlll.7l2o21 tentaflg Penyaluran Dana Alokasi Fisik

Bidang Kes€hatan darr Bantuan Operasional Kesehatan

dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona

virus Disease (COvlD- lgli/,
Keputusan b€rsama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177 /KMK.O7l2O2O

tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan

Corona virus Disease (COVID-l9) Tahun Anggaran 2O2O

serta Pengamqnan Daya BeU Masyarekat dan Perekonomian

Nasional;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentsng Rencana

Pembangunan Jalgka p6rirrt* Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2OO5-2O25 (I.€mbararr Daerah Kabupat€n

Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);,
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2016-2021 (kmbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

tenteng Perubahan ataE Peraturatr Daerah Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembsngunan Jangka Menengah

Daeratr lGbupaten Musi Rawas Tahun 2OL6-2O21

(kmbaran Daeral Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018

Nomor l);/

38.

39.

40-

4t.
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42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tenrqnS

43.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kebupaten

Musi Rawas (kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2O16 Nomor l0); /,,
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belaaja Daerah Kebupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2020 (L€mbaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2019 Nomor 10)7
Pereturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran

AngSaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun Anggaran 2020 fBerita Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 98), sebagEimana telah

diubah dengan Feraturan Bupati Nomor 9 Tahun 202O

tentanS Irmbahan Kedua Atas Feraturan Bupa.ti Nomor 98

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawss Tahun Anggaran

2O2O (Berita Daerah Kabupa.ten Musi Rawas Tahun 2020

Nomor 3).,2

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
,/,,

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Taltun

2019 tentang Per\iabamn Angggran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (B,erits Daerah Kabupaten Musi

Rewes Tahun 2019 Nomor 98), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut : /

l. Ketentuan Pasal I diubah, sehnryga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut :

44.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli

Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lainlain Pendapatan

yang Sah

Jumlah Pendapatan

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2. Belanja Daerah ;

a. Belaaja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.

2) Belanja Hibah Rp.

3) Belarja Bantuan

Sosial

Belanja Bagi

Hasil kepa.da

Propinsi/

Kabupaten / Kota

dan

Pemerintahan

Desa

Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Propinsi/

Kabupaten/ Kota

dan

Pemerintahan

Desa

Belanja Tidak

Terduga

Jumlah Belanja

Tidak Iangsung

t77 .556.an.557,OO /
1. 1 13.3O8.074.0OO,OO/,.

3t7.t51.107 .326,O7/

1.608.0 15.998.883,07l

556.369.r24.106,07 /
80.623.5OO.0OO,OO7

o,oo,/

Rp. 6.671.714.591,00,/

277 .3s1 .a34.300,OO /

4.5O0.0O0.0oo,0o,/

925.5t6.t72.997,O7 z

Rp.

3)

4l

Rp.

Rp.

Rp.

5)

g[-i'f-



b. Belanja I€ngsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang

dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
La.ngsung

Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan:

Rp. 48.20t.225.aO2,OO 7

a, Penerimaan RP'

b. Pengeluaran Rp

Jumlah Pembiayaan

Netto Rp

Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan RP

4O7 .066 .569 .237 ,34/

263.53O.120.406,66 ./

7ta.797.915.446,OO/

(36.298.089.s60,0O)7

36.298.089.560,00l

o,oo,/

36.298.089.560,00/

sehingga Lampiran U

dalam t.ampiran II

sehingga Iampiran Ill
dalam lampiran UI

sehingga l,smpiran IV

dalam l€inpiran IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.

4.

o'@z

2. Ketcntuan dalam tampiran I diubah, sehingga Lampiran I

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II diubah,

berbunyi Bebegaimana tercantum

Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam L€mpiran III diubah,

berbunyi sebagaimana tercantum

Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran IV diubah,

berbunyi sebagaimana tercantum

Peraturan Bupati ini.

5.

I t
v- 10



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p€ngundanS-

an Peratumn Bupati ini dengan penempatannya dal,am Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di
pada tangga,

Muara Beliti

X2 A$il 2o2o /

XABUPATEN MUSI RAWAS,

RAWAS,

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal 2l Apri 2O2O7

SEKRETARIS DAERAH

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPAT'EN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR I.{

pARr'F (C..rll Lr'Si

rl!A0x'J{r}l I lf,E'
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